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KECAMATAN MANTINGAN
DESA SAMBIREJO

PERATURAN DESA SAMBIREJO
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN ASET DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DESA SAMBIREJO,

Menimbang : a bahwa aset milik desa merupakan kekayaan milik desa yang perlu dikelola
semaksimal mungkin bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; .
b. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntablili|tas pe:tgedlglaaan asset milik desa
ilakukan pengaturan mengenai pengelolaan as
c m::l:)admrg:: pmimh:‘nc;fn Mgmma dimaksud dalam huruf a dan b
perfu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa Sambirejo
Kecamatan mantingan Kabupaten Ngawi yang baru;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
Normor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor
6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5694);
. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan
Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53)

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DESA SAMBIREJO TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
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Pasal 1
I. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: )
2. Desa adalah kﬂm’"ﬁﬁm yang memiliki batas wilaysh yang fef*'“‘:ﬁ
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kmmw-mnym‘diak”wui"dlan
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak mdmoqll yang
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik [ndonala.dm y _—
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan ’, lndon;penia.ﬁ
masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republi -
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa scbagai unsur penyclenggara
Pemerintahan Desa. ' ’
5. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemcnm:!:;:lh y;:ﬁ
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wi
di‘e m .‘- .y * .
Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dlbehl v
diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau pero
Hak lainnya yang sah. o
Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan,
penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan,
penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.
Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian

8.
kebutuhan barang milik desa.
9. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan desa.
10.  Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset
Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi. .
11.  Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam
: rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
12.  Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan

6.

7

menerima imbalan uang tunai. .

13.  Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa
lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu
tanpa menerima imbalan.

14.  Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu
tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa. .

I5.  Pengamanan adalah Proses, cara perbuatan mengamankan aset Desa dalam bentuk fisik,
hukum, dan administratif.

16.  Pemeliharaan adalah kegiatan yang di lakukan agar semua aset Desa selalu dalam keadaan
baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.

17.  Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa dari buku data inventaris
desa dengan keputusan Kepala Desa untuk membebaskan Pengelolaan Barang, Pengguna
Barang, dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas

barang yang berada dalam pengguasaannya.
I8. Penjualan adalah pemindahtanganan aset Desa kepada pihak lain dengan menerima

penggantian dalam bentuk uang.
19. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan aset Desa yang semula
merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk

diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUMDesa.
20. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang di lakukan meliputi pembukuan, inventarisasi

dan pelaporan aset Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
21.  Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset
Desa.
22. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang
ggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai

obyektif dan relevan dengan men
pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil

asct Desa.
23. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan

pendataan aset Desa.
24. TamhKastadalahbagiandaﬁTanahDesayangdipergunakanunmkmen j
penyelenggaraan Pemerintahan Desa; e
Desa yang dipergunakan untuk tambahan

25. Bengkok/Lungguh adalah bagian dari Tanah
penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa:
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diperoleh atas hasil usaha desa,
Xeka { hibah dan sumban

Pasal 2

liputi tanah kas desa
g p:set desala.innya;

g meliputt

Jenis aset desa terdiri atas: BDess
dibeli atau diperolch atas be;:‘ﬂ b[:;‘\ gt ‘3::& dan
sejenis yan

Kekayaan desa yang diperoleh dari gan m:;i‘):ggr )

kasd&bmg\mmdmﬂmubamgmilikdaawmmq&a ey ontrak dan/atau diperoleh

Kekayaan desa yang diperoleh scbegai pelaksanaan dart perjany somjatau asset des

berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang Yang meliput! .bﬂIﬁl:nl"“t erakhimya perjanjian

lainnya yang berdiri diatas tanah desa yang diperoleh sebagai akibat

sewa-menyewa tanah desa; ) - dan

Kekayaan desa yang diperoleh sebagai hasil kerja sama desa;

Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang

aan aset desa yang d a ini meliputi :
Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang s
Kekayaan desa yang diperoleh sebagai hasil kerja sama desa; dan
Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Ruang lingkup pengelol
ejenis;

BAB I
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu Pengelolan

Pasal4

aksanakan berdasarkan asas I
akuntabilitas, dan kepastian nifai

fungsional, kepastian hukum, transparansi

Pengelolaan aset desa dil
dan keterbukaan, efisiensi,

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan
bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa.

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan penge!
(1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa;
menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;
menetapkan kebijakan pengamanarn aset desa;

menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.

Aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan f, berupa tanah
kas desa yang bukan merupakan kekayaan asli desa, bangunan milik desa dan kendaraan bermotor.
Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat
menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari:

Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa; dan

Unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus aset desa.

Petugas/pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) huruf b, berasal dari Kepala Urusan. Yang menangani Aset Desa

Pasal 6

Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (5)

huruf 3, berwenang dan bertanggungjawab:
meneliti rencana kebutuhan aset desa;
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menditi rencana

mengatur Penwmkehm:: pemeliharan asct desa ;

etk Foordint |- dalen e aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Des2;
dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa;dan

. melakukan
pen
gawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.

Petugas/pengurus aset .
(5) huruf b, bertugas posrvioin s o dimeksud pade Pasal Sayat

m‘“‘"@’: ukan rencana kebutuhan aset desa;
gajukan permohonan
melakukan inventarisasi Wpﬂlgg\nmasetdwkepadﬂ(epalama;
igamankan dan memelihara
aset desa i .
menyusun dan menyampaikan laporan yang dikelolanya; dan

Aset desa yang bcmpa tanat

m nama Pemerintah Desa. kas desa yang bukan merupskan Kekayaan Asli Desa disertifikatkan
desa beru . .

socarn tertb. bangunan harus dilengkap!

Aset desa dapat diasuransikan

Aact desa R arang e

g digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjama.

dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan
laksanakan sesuai

sesuai kemampuan keuangan desa dan di

Pen Pasal 8

gelolaan aset Desa meliputi:

a. perencanaan;

b. pengadaan;

c. penggunaan;

d. pemanfaatan;

e. pengamanarn,

f.  pemeliharaan;

g. penghapusan;

h. pemindahtanganan;

i. penatausahaan;

j.  pelaporan;

k. penilaian;

Paragraf Kesatu Perencapaan
Pasal 9
Perencanaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf 2, dituangkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RP. a) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun.
Perencanaan kebutuhan aset desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja
Pemerintahan Desa (RKPDesa) dan ditetapkan dalam APBDesa setefah memperhatikan
ketersediaan aset desa Yang ada.
Paragraf Kedua Pengadaan
Pasal 10

Pengadaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilaksanakan berdasarkan

prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adilitidak diskriminatif dan

akuntabel.

Pengadaan parang/jasa di d

pcmndang-undangan.
Paragraf Ketiga Penggunaan

Pasal 11
{mana dimaksud dalam Pasal 8 puruf ¢, ditetapkan dalam rangka

aset Desa s¢!
Pemerintahan Desa.

Penggunaan
mendukung penyelenggaraai
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4 tanggung jawab penyewa atas biaya Operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;

Ww aset *"' !’e‘upﬂ Sewa se H .
status kepemilikan aserdas Bagaimuna dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, tidak

merubah

jangka waktu sewa sebagaimang dimaksud pada 1 oals

diperpanjang. 2yat (1) paling lama 3 (figa) tahun dan dapat
gewa aset desa dilaksanakan berdasarkan per: ™

para pihak yang terikat dalam perjanjian; Peanjian yang sekurang- kurangnya memuat:
objek perjanjian sewa; ’

hak dan kewajiban para pihak;

e .
eadaan di luar kemampuan para pihak re ; .
:- pusyﬂﬁ‘"k lain yang di anggap pcdp u. orce majeurey, dan

"

@

)

Pasal 14

Jangka wakt: sewa m.: atas aset desa berupa bangunan dan/atau asset desa lainnya yang berdiri
diatas tanah desa yang diperoleh sebagai akibat dar berakhimya perjanjian sewa-menyewa tanah
desa scb;agalmaﬂn yang dimaksud dalam ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat
diperpanjang;

Pasal 15
Kepala Desa menctapkan besaran sewa melalui keputusan Kepala Desa yang menjadi bagjan tidak

terpisahkan dari surat perjanjian sewa-menyewa;
Besaran sewa aset Desa ( Kios Desa ) sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan hasil

musyawarah bersama lembaga;

Pasal 16

Besaran tarif pokok sewa atas aset desa yang berupa bangunan milik desa ( Kios Desa ) ditentukan
dengan menggunakan kesepakatan bersama dalam rapat bersma Pemerintah Desa dan BPD

BAB 111
PEMBIAYAAN
Pasal 17

Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan aset desa, pembiayaan
dibebankan pada APBDesa.

BAB IV

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

pcﬂgc . an tadn/ ta :-.edan“ya . mg it dengan pemanfaatan dan pem'mdahtangax.\af\ yang
mt)el rjal b g dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Desa ini, tetap
pdah ! k:anakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.
s il1al

t di Desa
dﬂf’a

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

ian hari temyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan Desa ini akan diadakan
a dikemudian hart stiniye
jlaman imana mestinya.
B'lam an sebagal
sbah

Pasal 20
an Desa jni mulai berlaku pada tanggal diundangkan. d
ini dengan
per® mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa im
orang

setiap baran Desa Sambirejo.
A mpatannya dalarm Lem
pe

2021
D

’

di : Sambirejo

SerreTaRIS DESA

pif/BUDI SANTOR, 1N 2021 NOMOR 4
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